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1.1  Latar Belakang Permasalahan

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat laporan
keuangan daerah sebagai bentuk penyampaian pertanggungjawaban. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa masing- masing pemerintah daerah baik pemerintah provinsi,
kabupaten, dan kota wajib membuat laporan keuangan. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 32 ayat (1) lebih lanjut
menjelaskan penyusunan laporan keuangan baik bentuk maupun isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Dalam kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, komponen
yang disajikan setidaknya mencakup butir-butir informasi yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan. Penelitian Hendriyani dan
Tahar (2015) menyatakan bahwa pembuatan atau pengambilan keputusan oleh
pengguna laporan keuangan akan berkualitas tergantung pada tingkat kualitas
pengungkapan laporan keuangan salah satunya dengan melakukan kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure) .

Ada dua kategori pengungkapan untuk menyediakan informasi kepada
para pengguna laporan keuangan yaitu Pengungkapan Wajib (Mandatory
Disclosure) diartikan sebagai pengungkapan informasi yang wajib diungkapkan
pada laporan keuangan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) diartikan sebagai



Pengungkapan informasi yang dilakukan berdasarkan sukarela tanpa diharuskan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suhardjanto dan Yulianingtyas,
2011).

Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara yang
bebas dan mandiri melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara/daerah. Pemeriksaan yang dilakukan adalah wujud pemenuhan
atas fungsi pengawas dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai
(reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar
dalam semua hal material. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK akan
memberikan pendapat atau opini. Berdasarkan Undang-Undang Badan
Pemeriksa Keuangan tersebut, dalam pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

Opini yang dapat diberikan olen BPK atas laporan keuangan daerah
terbagi menjadi empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Ungualified
Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak
Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar
(TW/Adverse Opinion) penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang menunjukkan bahwa
pengungkapan telah dilakukan secara keseluruhan dengan menyajikan secara
wajar sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP
dapat diperoleh dengan memenuhi empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosure), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kehandalan sistem pengendalian intern. Terpenuhinya empat kriteria tersebut,
artinya tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengungkapan

laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat terpenuhi.



Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) | Tahun 2016—
2020, Opini WTP yang diberikan BPK selama lima tahun terakhir mengalami
peningkatan signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 opini
WTP meningkat 32 poin persen, semula 58% pada tahun anggaran 2015
naik menjadi menjadi 90% pada tahun 2019. Sementara, jumlah daerah yang
memeroleh opini WDP, TMP, dan TW mengalami penurunan setiap tahunnya.
Tabel 1.1 menunjukkan perolehan opini LKPD selama tahun anggaran 2015-
2019.

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2019
Tahun Total Total Persentase
LKPD Opini WTP WDP T™W TMP
2015 542 533 58% 35% 1% 6%
2016 542 537 70% 26% 0% 4%
2017 542 542 76% 21% 0% 3%
2018 542 542 82% 16% 0% 2%
2019 542 541 90% 9% 0% 1%
Keterangan :
WT :  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
WDRP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
™ Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat
(Disclaimer Opinion)

Sumber: IHPS | Tahun 2016-2020 (diolah,2021)

Meninjau perkembangan opini WTP yang diperoleh berdasarkan tingkat
pemerintah daerah menunjukkan selama tahun anggaran 2015-2019,
perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Opini WTP Berdasarkan Tingkat Pemda
Tahun Anggaran 2015-2019

Opini WTP Berdasarkan Tingkat
Tahun | Total Opini Pemerintahan Daerah
Provinsi Kota Kabupaten

2015 533 85% 66% 55%
2016 537 91% 7% 66%
2017 542 97% 86% 2%
2018 542 94% 90% 79%
2019 541 100% 94% 88%

Sumber: IHPS | Tahun 2016-2020 (diolah,2021)



Dilihat dari tabel di atas, kenaikan opini WTP dialami pemerintah
provinsi, kabupaten dan kota. Walaupun terjadi peningkatan opini WTP,
namun opini WTP belum 100% diterima oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Artinya pemerintah kabupaten dan kota masih belum menyajikan laporan
keuangannya secara wajar dan melakukan pengungkapan sesuai dengan prinsip
dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal tersebut disebakan oleh
masih ada kelemahan dan ketidakpatuhan penyajian laporan keuangan yang
diungkapankan sehingga beberapa akun tidak disajikan sesuai dengan SAP yang
berlaku. Kelemahan dan ketidakpatuhan penyajian tersebut tercermin pada
Tabel 1.3 menyatakan persentase akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP
sebagai berikut:

Tabel 1.3
Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun| Aset | Aset | Aset | Investasi |Kewajiban|Pendapatan|Belanja| Beban | Akun
Lancar| Tetap [Lainnya| Jangka | Jangka Lainnya
Panjang | Pendek
2015 | 9% | 30% 8% 5% 3% 6% 11% 12% 16%
2016 | 19% | 29% 8% 5% 2% 3% 18% 9% %
2017 | 18% | 27% 8% 3% 3% 5% 24% 10% 2%
2018 | 19% | 31% 9% 0% 0% 3% 28% 0% 10%
2019 | 14% | 30% | 16% 2% 5% 2% 25% 5% 1%

Sumber: IHPS | Tahun 2016-2020 (diolah,2021)

Berdasarkan data dari Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa pada tahun
anggaran 2015-2019 pemerintah kabupaten dan kota masih menunjukkan terjadi
peningkatan dan penurunan dalam penyajian akun-akun di atas. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota belum secara optimal
dalam menyajikan dan melaporkan LKPD sesuai ketentuan dalam SAP.

Sejumlah penelitian terkait juga pernah dilakukan dengan nilai rata-rata
penelitian oleh Setyanigrum dan Syafitri (2012) sebesar 52,09%, Feriyanti, dkk
(2015) sebesar 61%, Nurtari, dkk (2016) sebesar 53,7%, Amaliah dan Haryanto
(2019) sebesar 64,96%, serta Kusuma, dkk (2021) sebesar 80,58%. Beberapa




penelitian internasional di Malaysia juga dilakukan dan memiliki rata-rata
pengungkapan sebesar 74,49% oleh Abu Hassan (2008), 61,6% oleh Faidzal
Abu (2012), dan 45,9% olen Abu Bakar (2013). Berdasarkan penelitian
terdahulu dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
masih rendah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan
pengungkapan wajib memiliki pengaruh beranekaragam, baik dalam hal
signifikansi maupun arah korelasi.

Pemerintah daerah dalam mengelolaan keuangan diawasi oleh DPRD
selaku lembaga perwakilan rakyat. Penelitian Kusuma, dkk (2021)
mengungkapkan pengawasan yang dilakukan DPRD mempengaruhi
pengungkapan laporan keuangan dengan korelasi positif dan signifikan. Akan
tetapi, penelitian Abu Bakar (2013) menunjukkan ukuran legislatif tidak
memiliki pengaruh signifikan.

Hasil laporan keuangan pemerintah daerah kemudian akan disampaikan
kepada DPRD dan masyarakat umum. Sebelum dilakukan penyampaian,
laporan keuangan daerah harus melewati proses pengauditan yang dilakukan
oleh BPK guna menilai penyimpangan terhadap peraturan yang dilakukan.
Penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) membuktikan terdapat korelasi positif
signifikan, semakin banyak temuan audit BPK maka semakin tinggi tingkat
pengungkapan LKPD. Sedangkan penelitian Hendriyani dan Tahar (2015)
menyatakan bahwa temuan audit tidak berkaitan.

Mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat keterbatasan
dan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bukti empiris
terkait, dalam penelitian ini menggunakan ukuran legislatif serta temuan audit
BPK. Penelitian ini menggunakan informasi dari IHPS | Tahun 2016-2020 dan
LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019. Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Determinan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera

Selatan”.



1.2

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3

1. Apakah ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah
kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan?

Apakah temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap tingkat
kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah
kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan?

Apakah ukuran legislatif dan temuan audit BPK memiliki pengaruh
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan

pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan?

Batasan Masalah

Penelitian memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian

terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai

berikut:

14
141

1. Penelitian hanya ukuran legislatif dan temuan audit BPK per

kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.

. Objek penelitian dilakukan pada 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi

Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2015-2019.

. Penelitian ini menggunakan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester (IHPS) | Tahun 2016-2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) untuk tahun anggaran 2015-2019 yang diperoleh dari website
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah kabupaten dan

kota di provinsi Sumatera Selatan.



2. Mengetahui pengaruh temuan audit BPK terhadap tingkat kepatuhan
pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah kabupaten dan
kota di provinsi Sumatera Selatan.

3. Mengetahui pengaruh ukuran legislatif dan temuan audit BPK
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan
pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri

dari sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga: sebagai bahan pengayaan perpustakaan bagi mahasiswa
jurusan Akuntansi mengenai penyusunan informasi mengenai akuntansi
keuangan pemerintah.

2. Bagi Instansi: sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk
mengevaluasi dan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Bagi Peneliti: sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai
ukuran legislatif dan temuan audit BPK terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib.



